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ABSTRACT 

Thisr studyr aimsr atr determiningr ther legalr arrangements in Indonesia regarding 

losses due to default that occur in an agreement, as well as requests for default in a 

house construction agreement (Study of the Rantau Prapat District Court Decision 

No.30/Pdt.g/2020/PN Rap). Achieving this goal, ar juridical-normativer approachr 

whichr isr carriedr outr basedr onr ar reviewr ofr libraryr materialsr orrsecondaryr data 

was applied. The type of this research is descriptive analysis, in which the data 

consisting of 2 (two), namely primary data and secondary data. While the data analysis 

technique used in this research is qualitative data analysis technique. The results show 

that losses due to default that occur in business contracts according to article 1243 of 

the Civil Code states that reimbursementr ofr costsr, lossesr andr interesrt duer tor nonr-

fulfillmentr ofr anr engagementr beginsr tor ber requiredr, ifr ther debtorr, evenr thoughr 

itr hasr beenr declaredr negligentr, stirrl failsr tor fulfillr ther engagementr, orr ifr 

somethingr thatr mustr ber givenr orr doner canr onlyr ber givenr orr doner withinr ther 

specifiedr timer. This article states that in an agreement/contract there is negligence or 

incompatibility with what was agreed (default), the party who is negligent must 

compensate for costs, losses and interest. As a result of default by the debtor, it can 

cause losses for creditors, sanctions or legal consequences for debtors who default are 

of 4 kinds, namely the debtor is required to pay compensation for the losses suffered by 

the creditor (article 1243 of the Civil Code). .30/Pdt.G/2020/Pn Rap, the Panel of 

Judges decided to grant part of the lawsuit, due to the fact that the Court only received 

a clause of material value agreed upon by both parties.  

Keywords: Default, Agreement, Housing Unit Construction.\ 

 

ABSTRAK 

Penelitianr ini bertujuanr untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia tentang 

kerugian akibat wanprestasi yang terjadi dalam sebuah perjanjian, serta permohonan 

wanprestasi dalam perjanjian pembangunan rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Rantau Prapat No.30/Pdt.g/2020/PN Rap). Untuk  mencapai  tujuan  tersebut , 

penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif yangs dilaksanakanp denganr 
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berdasarr padar tinjauanr bahanr pustakar ataur datar sekunderr. Adapunr jenisr 

penelitianr inir adalahr deskriptifr analisis, dengan jenis data yang terdiri dari 2 (dua), 

yaknir datar primerr dan datar sekunderr. Sedangkanr teknikr analisisr datar yangr 

digunakanr dalamr penelitianr inir adalahr teknikr analisisr datar kualitatifr. Hasilr 

penelitianr menunjukan bahwar Kerugianr akibatr wanprestasir yang terjadi didalam 

kontrakr bisnisr menurutr pasals 1243 KUH Perdata menyebutkan penggantianr biayar, 

kerugianr dan bungar karenar tak dipenuhir suatur perikatanr mulair diwajibkanr, bila 

debiturr, walaupunr telahr dinyatakanr lalair, tetap lalai untukr memenuhhir perikatnr 

itur , atau jikar sesuatur yangr harusr diberikanr ataur dilakukannyar hanyar dapatr 

diberikanr ataur dilakukanyar dalamr waktur yangr telahr ditentukanr. Pasalr inir 

menyatakanr bahwar dalamr suatur perjanjianr/kontrak terjadir lalair atau ketidak 

sesuaian dengan apa yangr dir perjanjikanr (wanprestasi) makar pihak yang lalai harus 

mengganti biaya, rugi dan bunga. Akibat wanprestasi  yang dilakukan debitur, dapat 

menimbulkam kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur 

yang wanprestasi ada 4 macam yaitu debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang 

diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata), Dalam Putusan No. .30/Pdt.G/2020/Pn 

Rap , Majelis Hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan, dikarenakan Fakta 

Pengadilan hanya mendapatkan klausul nilai materil yang diperjanjinkan oleh Kedua 

belah pihak.  

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Pembangunan Unit Rumah. 

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap manusia memiliki 

kebutuhan-kebutuhan nya masing-

masing, dimulai dari yang paling dasar 

yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan 

primer adalah kebutuhanr pokokr 

(primer) yang dibutuhkan oleh manusia 

yang terdiri dari Sandangr, Panganr dan 

Papan .  

Kebutuhan sandangr adalahr 

kebutuhanr pakaianr yangr diperlukanr 

manusiar untuk rkehidupanr sehari-hari.  

Pakaianr rdiperlukan untukr 

melindungir  tubuhr darir panasr dan 

dinginr. Kebutuhanr panganr ataur 

biasar yangr disebut denganr makanr 

adalahr kebutuhanr  palingr  utamar  

bagir  makhlukr  hidupr. Kebutuhan 

papan yaitu tempat tinggal. Kebutuhan 

papan diperlukan manusia untuk 

bertahan diri dan akan berlanjut untuk 

hidup dan tinggal bersama keluarga, 

yang berupa rumah. 

Defenisi Rumahr adalah 

bangunanr gedungr yangr berfungsir 

sebagair tempatr tinggalr yangr layakr 

hunir, saranar pembinaanr keluargar, 

cerminanr harkatr danr martabatr 

penghuninyar, serta aset bagi 

pemiliknya. Dalam memenuhi setiap 

kepentingannya, termasuk kebutuhan 

manusia diluar dari kebutuhan pokok, 

tidak terlepas dari hubungan antar 

manusia lain. Hubungan satu manusia 

dengan manusia lainnya merupakan 

suatu interkoneksi (saling 

ketergantungan). Dalamr kerangkar 

hubunganr tersebutr munculahr 

Komitmenr rasa saling percaya dan 

janjir bahwa satu pihak akan 

melaksanakan komitmen atau janjinya 

(bahwa satu pihakr terikat dengan pihak 

lainnya melaluir komitmen atau janji 

yangr dibuat). Selanjutnya, para pelaku 

usahar lazim bekerja sama dengan 

pelaku usaha lain melaluir perjanjianr. 

Perjanjian ini digunakanr untukr 

menampungr dan merekayasar tujuanr, 

maksud, dan kreativitasr para pelakur 

usahar baikr dalamr posisir merekar 

sebagair mitrar maupun sebagair 

pesaing. Persoalanr timbulr manakalar 

janjir itur tidakr dipenuhir olehr pihakr 

yangr telahr berjanjir kepadar pihakr 
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diberikanr janjir ataur denganr katar 

lainr satur pihakr merusakr janjir/ikatanr 

yangr adar. 

Pengertian perjanjianr menurutr 

KBBIr adalahr persetujuanr (tertulis 

atau denganr lisan) yangr dibuat oleh 

dua pihak ataur lebihr, masingr-masingr 

bersepakat akan menaati apa yangr 

tersebutr dalamr persetujuanr itu. 

Dalamr Pasalr 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, dijelaskan 

bahwar “Suatu perjanjianr adalahr 

suatur perbuatanr di mana satur orang 

atau lebihr mengikatkanr dirinyar 

terhadapr satur orangr lainr ataur 

lebihr”. Setiap perjanjian yang akanr 

dibuatr, parar pihakr harusr memenuhir 

syaratr sahnya sebuah perjanjian yang 

sesuai dengan Pasal 1320 KUHPr  

antara lain: 

1. Kesepakatanr yangr 

mengikatr keduar belahr 

pihakr 

2. Kecakapanr dalam membuat 

suatu perikatanr 

3. Suatur pokokr rpersoalan 

tertentur 

4. Suatur sebabr yangr tidakr 

terlarangr 

Padar hakikatnyar perjanjian 

atau kontrak itu merupakanr suatu 

perbuatan hukum yaitur kesepakatanr 

yang dibuat oleh para pihak, di manar 

dengan adanya perjanjian tersebut 

otomatis akan memunculkanr rperikatan 

di antara mereka. Keterikatan yangr 

terjadir itu wujudnyar berupa suatur 

kewajibanr yang terpikulr di Pundak 

para pihak, dan kewajibanr itur harus 

dilaksanakan. Kewajibanr itur jikalaur 

tidakr dilaksanakanr sesuair 

kesepakatanr ataur janjir yangr 

diucapkanr, akanr berakibatr hakr 

pihakr lain menjadi tidak terealisasi, 

dan rsudah tentur inir merupakan 

kerugian yang tidakr diinginkan oleh 

siapa pun. Perlur diperhatikanr bahwar 

perjanjian yang akhirnya menghasilkan 

lahirnyar perikatanr sepertir yang 

ditetapkanr olehr Pasalr 1233r BWr, 

tidakr lainr merupakanr pertemuanr 

janji-janji yangr dinyatakanr olehr parar 

pihak. 

Perjanjianr yangr melahirkanr 

perikatanr, apabilar salahr satur pihakr 

tidakr memnuhir kewajibanr sepertir 

yangr dijanjikanr (wanprestasi), berartir 

prestasir yangr harusr dibayarr tidakr 

dilakukanr, denganr sendirinyar hakr 

pihakr lainr menjadir tidakr terwujudr, 

danr jelasr inir merupakanr suatur 

kerugianr. Pihakr yangr mengalamir 

halr sepertir inir diberir kesempatanr 

untukr mengajukanr gugatr ker 

pengadilanr sesuair prosedutr untuk 

meminyar gantir rugi sebagai upaya 

pihak yangr bersangkutanr agar 

mendapatkan pemulihan haknyar. 

Apabilar suatur pihakr tidak 

melaksanakanr ataur memenuhir 

prestasi sesuair dengan perjanjian itu, 

maka pihak tersebutr dianggapr telahr 

melakukanr wanprestasir yangr 

sebagaimanar diaturr dalamr Pasalr 

1243r Kitabr Undang-Undang Hukum 

Perdatar yang berisir pergantianr biayar, 

kerugianr dan bungar. 

 Pembuktianr sudahr ataur belum 

terjadinya  wanprestasi harusr melihatr 

situasir danr kondisi yang terjadi dir 

lapanganr, dalamr perjanjianr 

pembangunanr unit rumah yang diatur 

lamar prosesr pembangunanr rumahr 

danr total uang yang akan dibayarkanr 

kepada pihakr pembangunr rumah, 

apakah kegiatan tersebutr dilakukanr 

sesuai dengan yangr sudah 

diperjanjikanr sebelumnya. 

 Padar dasarnya, di dalamr pasalr 

1267 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, kemungkinanr tuntutanr 

gugtatanr wanprestasi antara lain: 

1. Memintar pelaksanaanr perjanjian, 

atau 

2. Memintar gantir rugi, atau 
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3. Meminta pelaksanaanr perjanjianr 

sekaligusr memintar gantir rugir, 

atau 

4. Dalam perjanjianr timbalr balikr 

dapatr dimintakanr pembatalan 

perjanjian sekaligusr meminta ganti 

rugi. 

 Untukr itur , berdasarkanr 

uraianr dir atasr penulisr terdorongr 

untukr melakukanr penelitianr dan 

menjadikan penelitian ini dalam bentuk 

jurnal dengan judul “Permohonoan 

Wanprestasi Akibat Keterlambatan 

Membayar Upah Jasa Dan Bahan 

Pembangunan Rumah Dalam Perjanjian 

Pembangunan Unit Rumah Di Rantau 

Prapat (Studi Putusan Pengadilan 

Negeri Rantau Prapat No. 

30/Pdt.G/2020/PN Rap)” 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
a. Pengertian Wanprestasir 

 Wanprestasir ataur dikenal 

denganr istilahr ingkarr janji, 

yaitu kewajiban dari debitur 

untuk memenuhi suatu prestasi, 

jikar dalamr melaksanakan 

kewajiban bukanr terpengaruhr 

karenar keadaanr, maka debitur 

dianggap telah melakukan 

ingkar janjir .Perkataanr 

wanprestasi berasal dari bahasa 

Belanda, yaitu berarti prestasi 

buruk 

b. Syaratr Sahr dalam sebuah 

perjanjianr yangr diatur didalamr 

Pasal 1320 KUHPerdata yaitu 

syaratr subjektifr dan syaratr 

objektifr  

c. Bentukr gantir rugir yangr 

dapatr dituntutr kepadar debiturr 

diaturr didalam Pasal 1244s.d 

1246 KUHPerdata 

 

3. METODEr PELAKSANAAN 

Metoder penelitianr yangr 

digunakanr dalamr penulisan inir 

adalahr metode penelitianr hukumr 

normatifr. rSebagair suatur karyar 

ilmiahr danr mendapatkanr hasilr 

ilmiahr danr kebenaranr ilmiahr, makar 

dalamr penulisanr inir mempergunakanr 

penelitianr hukumr normatifr. Olehr 

karenar itur, penelitianr bertujuanr 

untukr mengkajir penerapanr kaidah-

kaidahr atau normar dalamr hukumr 

positifr yangr objekr kajiannyar adalahr 

dokumenr peraturanr perundang-

undangan dan bahan pustaka. 

Menggunakan pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach)  dengan 

menelaah peraturan perundang-

undangan terkaitr denganr rumusanr 

masalahr, yaitur dalamr hal ini 

mengkaji KUHPerdata. Pendekatanr 

yangr dipergunakan juga pendekatanr 

Konsep, analisis dilakukanr secara 

kualitatifr. 

 

4. HASILr DANr PEMBAHASANr 

4.1. Pengaturanr Hukumr Dir 

Indonesiar Tentangr 

Kerugianr Wanprestasir 

Yangr Terjadir Dalamr 

Sebuahr Perjanjianr 

Prestasi dalam perjanjian adalah 

pelaksanaan terhadap sesuatu hal yang 

sudah disepakati dan tertulis dalam 

sebuah perjanjian.Wanprestasi berasal 

darir bahasa Belanda yang berarti 

prestasir burukr. Seseorangr yangr 

berjanjir, tetapi tidak melakukan apa 

yangr dijanjikannya, ia alpa, lalai, atau 

juga melanggar perjanjianr, bila ia 

melakukan atau berbuatr sesuatur yang 

tidak boleh dilakukannyar maka ia 

dikatakanr wanprestasi.  

Terkaitr denganr hukumr 

perjanjianr apabila si berutangr (debitur) 

tidakr melakukanr apar yangr 

diperjanjikannya, makar dikatakanr 

debiturr melakukanr wanprestasir. 

Debiturr alpar atau lalair ataur ingkarr 

janjir, ataur jugar melanggarr 

perjanjianr, bilar debiturr melakukanr 

ataur berbuatr sesuatur yangr tidakr 

bolehr dilakukannyar. Terkadangr jugar 
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tidakr mudahr untukr mengatakanr 

bahwar seseorangr lalair ataur lupa, 

karena seringkalir jugar tidakr 

dijanjikanr denganr tepatr kapanr 

sesuatur pihakr diwajibkanr melakukanr 

wanprestasir yangr dijanjikanr. Di 

Pengadilanr, krediturr harusr sebisar 

mungkinr membuktikanr bahwar 

lawannyar (debitur) tersebutr telahr 

melakukan wanprestasi, bukan keadaan 

memaksa (overmacht). Begitu pula 

dengan debiturr, debitur harus 

meyakinkanr hakimr jika kesalahan 

bukan terletak padanyar dengan 

pembelaan seperti keadaanr memaksar, 

menyatakan bahwa kreditur telahr 

melepaskan haknya, dan kelalaianr 

kreditur. Terhadapr kelalaianr ataur 

kealpaan si berutang (si berutangr atau 

debiturr sebagai pihak yangr wajib 

melakukanr sesuatu), diancamkanr 

beberapa sanksi atau hukumanr. 

Hukumanr atau akibat-akibat yang 

diterimar oleh debitur yang lalai ada 

empat macam, yaitu: 

a. Membayarr kerugianr yangr 

dideritar olehr krediturr ataur 

denganr singkatr dinamakanr 

ganti-rugir.  

b. Pembatalanr perjanjianr ataur 

jugar dinamakanr pemecahanr 

perjanjianr.  

c. Peralihanr risikor.  

d. Membayarr biayar perkarar, 

kalaur sampair diperkarakan 

didepan hakimr.  

Dalamr Pasal 1243 KUH Perdata 

berisir Penggantian biayar , Bunga, dan 

Kerugianr”. 

Salahr satu halr yangr sangatr 

pentingr darir tidakr dipenuhinyar 

perikatanr ialahr bahwarr krediturr 

dapatr mintar gantir rugir atasr ongkosr, 

rugir danr bungar yangr dideritanyar. 

Membolehkanr adanyar kewajibanr 

gantir rugir bagir debiturr makar 

undangr-undangr menentukanr bahwar 

debiturr harusr terlebihr dahulur 

dinyatakanr beradar dalamr keadaanr 

lalair.  

Gantir rugir yangr dapatr dituntutr 

setelah debiturr dinyatakanr lalair dan 

tetapr tidakr memenuhir prestasir 

terdirir darir biayar , rugir danr bungar 

(Pasalr 1244r s.d. 1246r KUHPerdatar) 

a. Biayar adalahr segalar 

pengeluaranr ataur 

perongkosanr yangr telah 

dikeluarkanr 

b. Rugir adalahr kerugianr 

karenar kerusakanr barangr-

barangr kepunyaanr krediturr 

yangr diakibatkanr olehr 

kelalaianr sir debiturr. 

c. Bungar adalahr keuntungan 

yangr seharusnyar didapatkan 

rkreditur jika dibayarkan tepat 

waktur. 

Wanprestasir padar umumnyar 

adalahr karenar kesalahanr debiturr, 

namunr adar kalanyar debiturr yangr 

dituduhr lalair dapatr membelar dirinyar 

karenar iar tidakr sepenuhnyar 

bersalahr, ataur denganr katar lain 

kesalahanr debiturr tidakr disebabkanr 

sepenuhnyar karenar kesalahannyar.  

Pembelaanr tersebutr adar tigar 

macamr, yaitur mengajukanr tuntutanr 

adanyar tersebutr harusr dapatr didugar 

akanr terjadinyar kerugianr danr jugar 

besarnyar kerugianr. Sedangkanr dalamr 

syaratr yangr keduar, yaitur antarar 

wanprestasir danr kerugianr harusr 

mempunyair hubunganr kausalr,  jikar 

tidakr, makar kerugianr itur tidakr 

harusr digantir. Krediturr yangr 

menuntutr gantir rugir harusr 

mengemukakanr danr membuktikanr 

bahwar debiturr telahr melakukanr 

wanprestasir yangr mengakibatkanr 

timbulnyar kerugianr padar krediturr. 

Mengenair perjanjianr untuk 

menyerahkanr suatur barangr ataur 

untukr melakukanr suatur perbuatanr, 

jikar dalamr perjanjianr tidakr 

ditetapkanr batasr waktunyar tetapir si 
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berutangr akanr dianggapr lalai dengan 

lewatnyar waktu yang ditetapkan, 

pelaksanaan prestasi itu harusr lebih 

dahulur ditagih. Kepada debitur itu 

harus diperingatkan bahwa krediturr 

menghendakir pelaksanaan perjanjianr. 

Kalau prestasi dapatr seketika 

dilakukanr, misalnya dalamr jual beli 

suatu barang tertentu yang sudah di 

tanganr si penjual, makar prestasi tadir 

tentunya juga dapat dituntut seketika. 

Apabilar prestasi tidakr seketika dapatr 

dilakukan maka si berutang perlu 

diberikanr waktu yangr pantasr. 

Misalnyar dalamr jualr belir barangr 

yangr belumr beradar dir tanganr sir 

penjualr, pembayaranr kembalir uangr 

pinjamanr, danr lain sebagainya. Carar 

memperingatkanr si seorang debiturr 

agarr jikar iar tidakr memenuhir 

teguranr itur dapatr dikatakanr lalai, 

diberikanr petunjukr dalamr Pasalr 

1238r KUHPerdatar yaitur: “debiturr 

dinyatakanr lalair denganr suratr 

perintahr, ataur denganr aktar sejenisr 

itur, ataur berdasarkanr kekuatanr darir 

perikatanr sendirir, yaitur bilar 

perikatanr inir mengakibatkanr debiturr 

harusr dianggapr lalair denganr 

lewatnya waktur yangr ditentukanr.” 

Apabilar seorangr debiturr sudahr 

diperingatkanr ataur sudahr denganr 

tegasr ditagihr janjinyar, sepertir yangr 

diterangkanr diatasr, makar jikar iar 

tetapr tidakr melakukanr prestasinyar, 

iar beradar dalamr keadaaanr lalair ataur 

alpar danr terhadapr diar dapatr 

diperlakukanr sanksirsanksir 

sebagaimanar disebutkanr dir atasr 

yaitur gantir rugir, pembatalanr 

perjanjianr, danr peralihanr risikor.  

4.2. Pertimbanganr Hakimr Dalam 

Putusan Pengadilan  Negeri 

Rantau Prapat Nomor 

30/Pdt.G/2020/Pn Rap 

Tentang Wanprestasi Yang 

Dilakukan Oleh Perorangan 

 

A. Kasus Posisi 

Pada tanggal 6 April 2020 Penggugat 

melalui suratr gugatannyar telahr 

didaftarkanr di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Rantau Prapat tanggal 7 April 

2020 dibawahr register perkara Nomor 

30/Pdt.G/2020/PN Rap, terdiri dari : 

Data diri Penggugat, Para 

Tergugat , dan Turut Tergugat 

1. Penggugat  

Nama  : Sutrisno 

Umur/Lahir : 46 Tahun /12 Juni 

     1974 

Agama  : Islam 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Jl. Sutoyo Lingkungan 

III , Kec. Stabat 

2. Tergugat (1) 

Nama  : Raja Lottung Mahmud 

     Ritonga 

Umur/Lahir :39 Tahun/24 April 1981 

Agama  : Islam 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil 

Alamat  : Dusun Purba Bangun, 

     Kec. Bilah Barat 

3. Tergugat (2) 

Nama  : Rifka Vimana ( Istri 

     Raja Lottung ) 

Umur/ Lahir : 30 Tahun/17 Maret 

     1989 

Agama  : Islam 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil 

Alamat : Dusun Purba Bangun, 

    Kec. Bilah Barat 

4. Turut Tergugat 

Nama  : Elviana Sagala, SH. 

     Mkn 

Pekerjaan : Notaris 

Alamat  : Jl. SM. Raja Rantau 

    Prapat 

 

 Pada tanggal 20 November 2019, 

Penggugat dan Tergugatr Ir danr 

Tergugatr IIr mengikatkan diri dalamr 

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 8 
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Unit Rumah dengan bentuk Kopel (Dua 

Unit Gandeng) Tipe 45, yang mana 

Perjanjian tersebut tela disahkan 

dihadapan Notaris Elviana Sagala, SH., 

Mkn; 

 Dalam Perjanjian tersebut Tertulis 

Penggugat sebagai pelaksana 

Pembangunan akan menanggung semua 

bahan dan juga Ongkos / Gaji Tukang 

untuk Bangunan Rumah tersebut 

sampai dengan selesai ( Terima kunci ); 

Dalam Perjanjian tersebut 

Tertulis Tergugat I da Tergugat II 

dengan Penggugat menetapkan 1(satu) 

unit rumah senilai Rp80.000.000,- ( 

Delapan Puluh Juta Rupiah); 

 Dalam Perjanjian tertulis 

Pengugat akan menyelesaikan 

Pembangunan 8 Unit Rumah dengan 

bentuk Kopel ( Dua Unit Gandeng ) 3 

bulan lamanya terhitung sejak 

ditandatanganinnya Perjanjian tersebut; 

Dalam Perjanjian tertulis 

Tergugatr Ir danr tergugatr IIr akan 

membayarr lunas seluruh 8 unit Rumah 

dengan bentuk kopel ( dua unit 

Gandeng) sebesarr Rpr.640r.000r.000,- 

r ( Enamr Ratusr Empatr Puluhr Jutar 

Rupiahr) setelah 3 minggu serah terima 

kunci; 

Pada tanggal 7 Feburari 2020 

Tergugatr 1r danr Tergugatr IIr telahr 

menerima kunci dari penggugatr , 

Penyerahan kunci dilakukan di lokasi 

objek bangunan dan Tergugat 1 dan 

Tergugat II mengatakan akan membayar 

sebesarr Rpr.640r.000r.000,- r ( Enamr 

Ratusr empatr puluhr jutar rupiahr) 3 

(tiga) minggu dari tanggal  7 Februari 

2020 dan Pada saat itu Tergugat I sama 

sekali tidak ada melakukan Sanggahan 

atas Bangunan tesebut; 

Setelah 3 (tiga) minggu 

berlangsung , Pengguat meminta 

Tergugatr Ir danr tergugatr IIr untukr 

membayarr lunas Selutuh 8 unit rumah 

dengan bentuk Kopel ( dua unit 

gandeng) sebesar Rp640.000r.000,- r ( 

Enamr Ratusr Empatr Puluhr Jutar 

Rupiahr) sebagaimana yang 

diperjanjikan, namun Tergugatr Ir danr 

tergugatr IIr samar sekalir tidakr 

bersedia membayarnya dengan bebagai 

macam alasan dengan menyatakan 

Sepsi Tank tidak sesuai gambar dan lain 

sebagainya; 

 Dengan itikad baik Penggugat 

mengajak Tergugatr Ir danr Tergugatr 

IIr kelokasi objek bangunan denganr 

memberikan solusi mari sama-sama 

mendatangkan Ahli Bangunan untuk 

menentukan apakah Pembagunan sesuai 

gambar yang diperjanjikan, akanr 

tetapir Tergugatr Ir danr Tergugatr IIr 

menolaknya; 

Setelah Berulang kali Penggugat 

menagih Tergugatr Ir danr Tergugatr IIr 

untukr membayar lunas 8 Unit Rumah 

namun Pihak Tergugat selalu 

menghindar dan Pada tanggal 25 Maret 

2020 Penggugat mengirimkan SOMASI 

melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana 

Surat No. 11/ASA-LO/S/III/2020 

Tertanggal 25 Maret 2020; 

 

B. Pertimbanganr Hakimr Dalamr 

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/Pn 

Rap 

 

Berdasarkan Pasal 1865 

KUHPerdata menyatakan bahwar 

setiapr orangr yangr mendalilkanr 

bahwar iar mempunyair sesuatur hakr 

ataur gunar menegakkanr haknyar 

sendirir maupunr membantahr sesuatu 

hakr orangr lainr, menunjukr padar 

suatur peristiwar, diwajibkanr 

membuktikanr adanyar hakr ataur 

peristiwar tersebutr makar kepada 

keduar belah pihakr telahr diberikan 

kesempatanr dan kewajiban untukr 

membuktikanr dalil-dalil pendiriannya 

masing-masing; 

Berdasarkan Pasalr 1313r 

KUHPerdatar yakni persetujuan adalahr 

suatur perbuatanr yang manar satur 
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orangr ataur lebihr mengikatkanr diri 

terhadapr satur orangr ataur lebihr; 

Berdasarkanr Pasalr 1320 

KUHPerdatar  suatu perjanjianr dapat 

dinyatakan sahr apabila telah memenuhi 

syaratr subjektif dan syarat objektif 

yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal 

Berdasarkan defenisir wanprestasir 

adalah pelaksanaanr kewajibanr yangr 

tidakr dipenuhir atau ingkarr janjir ataur 

kelalaianr yangr dilakukanr olehr 

debiturr baikr karenar tidakr 

melaksanakanr apar yangr telahr 

diperjanjikanr maupunr malahr 

melakukanr sesuatur yangr menurutr 

perjanjianr tidakr bolehr dilakukanr; 

Hakim menetapkan Para Tergugat 

harus melakuka pembayaran 

pembangunan 8 (delapan) unit rumah 

kopel type 45 kepada Penggugat sebesar 

Rp640.000.000r,- ( Enamr ratusr empatr 

puluhr jutar rupiahr) dan untukr 

Kerugian materil berupa keuntungan 

dan denda keterlambatan/ tidak tepat 

waktu melakukan pembayaran, Majels 

Hakim berpendapat oleh keadaan 

tersebut tidak daitur dalam perjanjian 

tanggal 20 November 2019 makan 

kerugian tersebut harus ditolak dan 

kerugian Immateril sebesarr 

Rpr.1.000.0000.000( Satur milyarr 

Rupiahr), Majelis Hakim juga 

berpendapat kerugianr tersebut adalah 

kerugian yang tidak nyata dan 

Penggugat tidak dapat membuktikan 

secara nyata dan rinci dipersidangan 

tentang timbulnya kerugian immaterial 

tersebut; 

Hakim Menetapkan Parar tergugatr 

tundukr dan patuhr terhadap putusanr 

dalam perkarar inir; 

 

C. Analisa 

Menurut Penulis setuju dengan 

keputusan Majelis Hakim terhadap 

Putusan No.30/Pdt.G/2020/Pn Rap. 

Berdasarkan Pasalr 1320r KUHPerdata 

tertulis syaratr sahr nya sebuah 

perjanjianr antarar lainr: 

a. Sepakatr merekar yangr 

mengikatkanr dirinyar penggugatr danr 

Parar Tergugatr telahr sepakatr untukr 

melakukanr pembangunan 8(delapan) 

unit rumah kopel tipe 45 dan Majelis 

hakim mendapatkan klausul pokok 

yaitu tentang pembayaran 8(delapan) 

unit rumah kopel tipe 45 setelah selesai 

dibangun oleh Penggugat dan 

Penggugat dan Para Tergugat telah 

sepakat mengenai materi yang 

diperjanjikan akan membayarkan penuh 

setelah 3(tiga) minggu setelah Serah 

terima kunci. 

b.  Kecakapan untuk 

membentuk perikatan yang berkmana 

Berdasarkan ketentuan Pasalr 1330r 

KUHPerdata KUHPerdatar  mengaturr 

pihak-pihakr manar sajar yangr bolehr 

ataur dianggapr cakapr untukr 

membuatr suatu perjanjianr yaitu: 

1. Orangr yangr sudahr dewasar 

yang sudahr berumurr 21 tahunr: 

2. Orang yang tidak sedang 

dibawah pengampuan; 

Berdasarkan surat gugatan yang 

diajukan oleh Penggugat dimana di 

dalam identitas Para Tergugat sudah 

melewati batas minimum ketentuanr 

dalamr Pasalr 1330 KUHPerdata. 

c. Suatu Hal tertentu yang 

bermakkan objek yang diperjanjian atau 

apa yang diperjanjikan harus jelas, 

berdasarkan gugatan tersebut Penggugat 

dan Para Tergugat telah mengikatkan 

diri untuk membuat suatu perjanjian 

tentang pembangunan 8(delapan) unit 

rumah kopel tipe 45 , dalam perjanjian 

tersebut dinyatakan secara jelas 

mengenai apa yang diperjanjikan dan 

mengenai objek yang diperjanjikan. 
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d. Suatur sebabr yangr halalr 

yangr memiliki pengertianr  objek yang 

diperjanjikan tidak boleh yangr 

dilarangr oleh Undangr-Undangr ataur 

bertentanganr denganr Hukumr 

sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Pasal 1337 KUHPerdata. 

Berdasarkan Pasal 1338 

KUHPerdata berbunyi “Semuar 

persetujuanr yang dibuat sesuair dengan 

undang-undangr berlakur sebagai 

undang-undang bagir merekar yang 

membuatnya. Persetujuan itur tidak 

dapat ditarik kembalir selainr dengan 

kesepakatanr keduar belah pihak, atau 

karena alasan-alasanr yangr ditentukan 

oleh undang-undangr. Persetujuanr 

harusr dilaksanakanr dengan itikadr 

baik”.  Sudah seharusnya Para Pihak 

manapun menaatir persetujuan ataupunr 

kesepatakan yang telah dibuatr olehr 

kedua belah pihakr. 

Berdasarkan makna dari 

wanprestasir dapatr diartikanr sebagair 

tidakr terlaksananyar prestasir karenar 

kesalahanr debiturr baikr karenar 

kesengajaanr ataur kelalaianr  semasa 

persidangan Penggugat memberikan 

gugatan berupa tuntutan kepada Para 

Tergugat untuk Membayar lunas 

8(delapan) unit rumah kopel tipe 45 

serta menuntut Para Tergugat untuk 

membayarkan Biaya keuntugan dan 

kerugian yang diderita Penggugat. 

Berdasarkan Putusan No. 

30/Pdt.G/2020/Pn Rap , Majelis Hakim 

memutuskan mengabulkanr gugatanr 

penggugatr untukr Sebagianr, 

Menyatakanr sahr danr berkekuatanr 

hukumr, menyatakanr Parar Tergugatr 

telahr melakukanr perbuatan cidera 

janji(Wanprestasir), menghukumr Parar 

Tergugatr membayarr biaya 

pembangunan 8(delapan) unit rumah 

sebesarr Rpr.640.000.000r (enamr 

ratusr empatr puluhr jutar rupiahr), 

menghukum Para Tergugat tunduk dan 

mematuhi putusan ini. 

Berdasarkan Fakta Persidangan 

dalam Putusan No.30/Pdt.G/2020/Pn 

Rap , Pertimbangan Para Majelis Hakim 

dalam mengabulkan gugatan penggugat 

untuk Sebagian karena di dalam 

Pejanjian yang dilaksanakan Penggugat 

dan Para Tergugat tidak ada ditulis 

dalam klausul tersebut jika salah satu 

pihak baik Penggugat ataupun Tergugat 

terlambat atau telat dalam memenuhi 

prestasinya dikenakan biaya ganti rugi 

ataupun bunga. Menurut Penulis 

Majelis Hakim bisa mempertimbangkan 

dalam Pasal 1243 KUHPerdata 

berbunyi “Penggantianr biayar, 

kerugian dan bungar karenar tak 

dipenuhinya suatu perikatan mulair 

diwajibkanr, bilar debitur, walaupun 

telah dinyatakanr Ialai, tetap Ialai untuk 

memenuhir perikatan itu, atau jika 

sesuatur yangr harus diberikan atau 

dilakukannyar hanyar dapat diberikanr 

atau dilakukannya dalam waktur yang 

melampaui waktur yangr telah 

ditentukan” jika Penggugat meminta 

ajuan ganti rugi. 

 

5. SIMPULAN  

simpulan 

1. Pengaturan tentang kerugian 

akibat wanprestasi di atur dalam 

Pasal 1243 KUHPerdata yang 

berbunyi “Debiturr wajib 

membayarr ganti rugi, setelah 

dinyatakan lalair ia tetap tidakr 

memenuhir prestasi itu”. Ganti 

rugi terdirir dari biayar, rugi, dan 

bunga (Pasal 1244 s.d. 1246 

KUHperdata).  

2. Pertimbangan Majelis Hakim 

dalam memutuskan mengabulkan 

sebagian gugatan dalam putusan 

No.30/Pdt.G/2020/Pn Rap , 

dikarenakan Fakta Pengadilan 

hanya mendapatkan klausul nilai 

materil yang diperjanjikan oleh 

Penggugat dan Para Tergugat 

sejumlah Rp. 640.000.000 (enam 
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ratus empat puluh juta rupiah) 

sedangkan kerugian berupa 

keuntungan para Majelis Hakim 

berpendapat oleh karena keadaan 

tersebut tidak diatur dalam 

Perjanjian tanggal 20 November 

2019 maka kerugian tersebut 

haruslah ditolak 

Saran 

1. Kepada masyarakat untuk 

memahami pentingnya melakukan 

perjanjian dihadapan 

Notaris(Perjanjian Notariil) 

dibandingkan dengan Perjanjian 

Bawah Tangan karena kekuatan 

pembuktian perjanjanjian tersebut 

, yang bila mana terjadi sengeketa 

suatu perjanjian Notariil dapat 

diajukan sebagai alat bukti di 

pengadilan. 

2. Dalam membuat Perjanjian di 

hadapan Notaris ( Perjanjian 

Notariil ) khususnya perjanjian 

yang memiliki tenggang waktu 

untuk menyelesaikan prestasinya , 

alangkah lebih baik jika 

menuliskan denda atau biaya yang 

ditimbulkan jika melewati batas 

waktu yang sudah ditentukan baik 

untuk para pihak . 
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